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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Menjelang Abad 21 dan milenium ke-3 mendatang, Bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan

lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada tatanan global maupun regional. Menjawab tantangan

perubahan tersebut menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan untuk menata ulang peran pemerintah guna

mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta melakukan reformasi dibidang

administrasi publik. Penetapan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

merupakan salah satu wujud dari pada upaya penataan kembali peran pemerintah. Dihadapkan pada kondisi

saat ini, khususnya di bidang transportasi dimana kewenangan pemerintah pusat sangat dominan, maka

dapat diperkirakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dibidang transportasi akan menghadapi berbagai

kendala yang cukup substansial, utamanya setelah dilakukan penataan kewenangan yang akan menimbulkan

berbagai dampak di berbagai aspek seperti aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan aspek

ketatalaksanaan. Dari berbagai fenomena yang diungkapkan, maka dirumuskan permasalahan penelitian

sebagai berikut:

<br><br>

Bagaimana penataan otonomi di seluruh sektor transportasi agar sejalan dengan otonomi luas, nyata, dan

bertanggung jawab, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

pemerintahan daerah.

<br><br>

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif dan didukung data

primer serta data sekunder. Lokus penelitian di lingkungan kantor pusat Departemen Perhubungan dan

sebagai responden adalah para pejabat yang berkompeten dengan obyek penelitian.

<br><br>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukenali adanya faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi

di sektor transportasi antara lain, Pertama : aspek penataan kewenangan, belum lengkapnya inventarisasi

kewenangan dan kurang memadainya pedoman untuk penataan kewenangan, kedua : aspek penataan

kelembagaan, belum dilakukannya analisa beban kerja terhadap hasil penataan kewenangan dan belum

adanya pedoman penataan kelembagaan yang memadai. Ketiga : aspek penataan sumber daya manusia,

belum jelasnya arah kebijakan penataan sumber daya manusia, belum dilakukan kajian mengenai penataan

sumber daya manusia termasuk dampak dari mutasi pegawai ke daerah. Keempat : aspek ketatalaksanaan,

belum lengkapnya standar pelayananlteknis untuk seluruh jenis pelayanan disektor transportasi, serta belum

disusunnya pola hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan daerah otonom;

<br><br>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas direkomendasikan untuk ditempuh langkah-langkah antara lain, Pertama

: menyusun perencanaan dan skenario penataan kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan
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ketatalaksanaan, dengan kejelasan target waktu, sasaran dan penanggung jawab, dan kedua : merumuskan

mekanisme hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, menyusun berbagai standar

yang diperlukan dan menyempurnakan sistem transportasi nasional dan sistem transportasi wilayah.

<hr> <b>ABSTRACT</b><br>

Factors Affecting Autonomy In Transportation SectorPrior to the 21st century and the next 3rd millenium,

Indonesians are challenged by a very dynamic change of strategic environment, both from regional and

world - wide sphere. This includes transferring the challenge into demand or needs to rearrange the role of

government, in order to create a democratic, transparent and accountable government as well as to carry-on

public administration reform. The establishment of the Law number 22 year 1999 on Local Government,

known as The Law of autonomy is one effort to restructuring the role of government.

<br><br>

It could be predicted that the implementation of autonomy, in general and in transportation sector, in

particular, the central government will face various substantial handicaps. They will emerge especially after

the restructuring of government role has been done, and this will in turn, cause some effects on various

aspects such as institution aspect, human resources aspect, and management management aspect. Based on

aforementioned phenomena, this research focuses on: " How to manage autonomy in transportation sector

which get into a line with the whole autonomy, down to earth, and fully liable, as required by the Law

number 22 Year 1999 on Local Government ".

<br><br>

This research relies on a descriptive observation using qualitative methodology and supported by primary

and secondary data. The locus of this observation is the office of the Ministry of Communications, with the

relevant officers as respondents.

<br><br>

According to the observation, there are some factors affecting autonomy in transportation sector, among

others are: First, authority management aspect; incomplete authority stock - taking, lack of guidelines to

manage the authority. Second, institutional arrangement aspect; the absence of work load analysis and lack

of appropriate guidance for authority. Third, human resource management aspect; vague direction of human

resource management policy, and absence of human resource management study, including impacts of

employee's mutation to regional offices, and Fourth, management aspects; lack of technical service standard

for all kind of services in transport sector, and obscure pattern of work relationship between central and

local government.

<br><br>

Based on the above reasons, it is recommended to take the following measure: First, to set up a plan and

scenario for the arrangement of authority, institution, human resources, management with clear target of

time, objectives and responsible persons; and second, to formulate work relationship mechanism between

central and local government, to set up various standards needed and to improve national and regional

transportation system.

<hr>


